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Pendahuluan.

Oleh Panitia Penyelenggara pada diri saya diminta untuk memaparkan masalah
orientasi tentang Kepengacaraan. Dengan tujuan utama agar peserta  penataran
mendapatkan pemahaman dan penguasaan tentang seluk beluk peran dan fungsi
pengacara (lstilah sekarang Advokad), khususnya dalam beracara di Pengadilan Agama,

Sesnei dengan ruang lingkup bahasan yang dimintakan, maka maleri penataran ini
disusun sebagai berikut : : '

(1). Dasar hukum kepengacaraan _

- (2). Ruang Lingkup Pemberian Jasa Hukum Advokad A
{3). Prosedur dan teknik-Teknik Beracara di Pengadilan Agama

{4). Tentang kuasa ‘ - : :

(Ad. 1. Dasar Hukum Kepengacaraan,

Istilah kepengacaraan sebetulnya menunjuk pada setiap aktifitas, fungsi dan peran
serta  segala aspek yang terjadi dalam aktifitas operasionalisasi bantuan hukum.
Akkfifitasnya berkaitan dengan bidang bantuan hukum yang dilakukan oleh profesi
pemberi bantuan bukum. Pada jaman Belanda profesi pemberi bantuan hukum dikenal
dengan istilah advokad atau procureur, dimana pelakunya didominasi oleh orang-orang
Belanda. Dalam terminologi bahasa, istilah advokad (padanan dari kata Advocaad bahasa
Belanda), sebagai nama resmi profesi pemberi bantuan hukum pertama-tama ditemukan
dalam ketentun Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Merigadili di Indonesia, tertuang
dalam Reglemen Ordonantie tentang “Reglemen op de Reclterlifke Organitatic en het
Beleid der Justitite in Indonesie” Staatblad No. 23 tahun 1847, (Luhut M.P Pangaribuan,
1996 :1) _ . .

Setelah Indonesia metdeka (sebelum keluarnya Undang-Undang Tentang Advokad
No. 18 Tahun 2003), istilah profesi pemberi bantuan-hukum menggunakan penyebutan
yang bermacam-macam, yaitu advokad, pengacara praktek, dan penasihat hukum, UU
No. 14 Tahun 1970 tentang Keterituan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No.
8 rahun 1981 tentang KUHAP, UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU
No. 2 tahun 1986 kesemuanya menggunakan istilah Penasihat Hukum. Dalam praktek

. administrasi dilingkungan Departemen Kehakiman dan HAM dan Pengadifan, mengguna






